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ABSTRAK 
Orin Gusta Andini (B 111 11 348), Tindakan Menyamarkan Identitas 
Pelaku Kejahatan oleh Wartawan Ditinjau dari Undang-Undang No. 40 
Tahun 1999 tentang Pers dan KUHP dibimbing oleh Andi Sofyan dan 
Nur Azisa. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tindakan menyamarkan 
identitas pelaku kejahatan oleh wartawan ditinjau dari Undang-undang No. 
40 Tahun 1999 tentang Pers dan KUHP.serta untuk mengetahui peran 
pihak kepolisian dalam upaya menindaklanjuti tindakan menyamarkan 
identitas pelaku kejahatan oleh wartawan dan peran pihak kepolisian 
dalam mengamati hasil investigasi wartawan.  
Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dimana pengumpulan data 
dilakukan dengan metode wawancara terhadap beberapa pihak yang 
terkait dengan topik penelitian. Selain itu, penulis juga melakukan 
penelitian kepustakaan melalui data-data yang berkaitan dan buku-buku 
yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh 
dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.  
Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain: 1) 
Penafsiran atas Hak Tolak yang sangat luas adalah celah hukum yang 
digunakan oleh wartawan untuk melakukan tindakan menyamarkan 
identitas pelaku kejahatan. Tindakan menyamarkan identitas pelaku 
kejahatan oleh wartawan bertentangan dengan Pasal 165 KUHP yang 
mewajibkan bagi setiap warga negara untuk melaporkan kejahatan yang 
diketahuinya kepada pihak kepolisian dan pejabat kehakiman. 
Penggunaan Hak Tolak wartawan yang tidak bertentangan dengan Pasal 
165 KUHP hanya dapat digunakan untuk menyamarkan identitas sumber 
informasi yang merupakan saksi, pelaku kejahatan anak, dan korban 
kejahatan susila seperti yang diatur dalam Kode Etik Jurnalistik. 2) Hingga 
saat ini belum ada tindaklanjut dari pihak kepolisian dalam menangani 
kasus-kasus kejahatan yang telah diinvestigasi oleh wartawan dengan 
menyamarkan identitas pelaku kejahatan. Hal terrsebut seharusnya 
menjadi tanggung jawab pihak kepolisian untuk melihat lebih jauh 
bagaimana Hak Tolak wartawan dilaksanakan. Di sisi lain sangat 
dimungkinkan dibentuk suatu kemitraan antara pihak kepolisian dan pers 
untuk melakukan penyelidikan secara lebih luas terhadap berbagai tindak 
kejahatan yang terjadi di masyarakat sehingga pada akhirnya akan 
memberikan manfaat kepada masyarakat dikarenakan kejahatan yang 
diinvestigasi oleh wartawan tersebut memilki dimensi dan dampak yang 
sangat besar dan sangat merugikan masyarakat. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Kemerdekaan pers di Indonesia mulai menjadi agenda penting 
sejak tahun 1998 dalam mengawal era reformasi pasca berakhirnya 
kekuasaan Presiden Soeharto.Legitimasi kemerdekaan pers menjadi 
konsekuensi logis lahirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang 
Pers (UU Pers).Dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Persmenyatakan bahwa: 
Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang 
melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, 
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik 
dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data 
dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan 
media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluranyang 
tersedia.  
 Sejak diberlakukannya UU Pers maka secara otomatis negara 
tidak lagi memiliki kontrol terhadap media (non-state regime), sebab 
pendirian usaha pers tidak lagi membutuhkan Surat Izin Usaha Pendirian 
Pers (SIUPP)dari pemerintah.Hilangnya kontrol total pemerintah 
terhadap pers telah mendorong lahirnya liberalisasi media di Indonesia. 
Akibatdari liberalisasi media, saat inisiapa saja dapat mendirikan 
perusahaan pers asalkan memiliki modal yang cukup.Padahal pers 
memiliki kedudukan dan peran yang penting dalam suatu negara.Pers 
menjadi pilar ke-empat dalam negara berpaham demokrasi. 
2 
 Liberalisasi media di Indonesia telah memberikan perubahan atas 
paradigma fungsi pers. Pada hakikatnya fungsi pers atau media di 
Indonesia adalah sebagai wahana informasi, pendidikan, kontrol sosial, 
dan hiburan1. Dengan perubahan dan perkembangan pers yang semakin 
kompleks mengakibatkan paradigma berpikir akan kemustahilan media 
untuk bertahan tanpa modal yang memadai, makamendorong fungsi pers 
bertambah sebagai lembaga ekonomi. Prinsip ekonomi yang 
mementingkan keuntungan finansial menjadi keharusan untuk dilakukan 
pers jika ingin medianya bertahan.Akibatnya, kondisi ini menempatkan 
standar ganda bagi pers dalam mewujudkan cita-cita nasional dalam 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia. 
 Media yang terlibas oleh kekuatan liberal adalah stasiun 
televisi.Pascagerakan reformasi tahun 1998, kepemilikan stasiun televisi 
telah berubah dari awalnya dimiliki oleh pemerintah (TVRI) saat ini 
dimiliki dan dikontrol oleh pihak swasta2.Hal itu menyebabkan banyak 
stasiun televisi swasta yang bersifat komersial bermunculan dan 
bersaing untuk mendapatkan perhatian pemirsa televisi yang 
semakin hari semakin beragam.Sumber utama pembiayaan 
lembaga penyiaran swasta diperoleh dari siaran iklan3.Pihak yang 
ingin memasang iklan melalui media televisi lazim menempatkan 
                                                             
1
Lihat Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Pers. 
2
Lihat Pasal 13 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU 
Penyiaran). 
3
Lihat Pasal 19 UU Penyiaran. 
3 
iklan yang ingin dikenalkan kepada masyarakat pada acara atau 
program televisi yang dinilai memiliki penonton yang banyak atau 
sangat diminati sehingga memiliki rating4 yang tinggi.Hal itu 
menyebabkan pihak stasiun televisi bersaing untuk mendapatkan 
pemasok iklan dengan menciptakan tayangan unggulan menarik 
yang diminati masyarakat.  
 Salah satu tayangan unggulan menarik tersebut adalah 
tayngan bertema investigasi kriminal.5Tayangan bertema 
investigasi kriminal adalah sebuah tayangan yang mengungkapkan 
kejahatan terhadap kepentingan publik, atau tindakan yang 
merugikan orang lain dengan mencari bukti-bukti yang dilakukan 
oleh wartawan.6Wartawan dalam program investigasi kriminal memiliki 
tugas untuk menelusuri suatu kejahatan yang belum terungkap dalam 
kehidupan sehari-hari.Hasil dari penelusuran wartawan berupa 
tayangan yang semata-mata ditujukan untuk memenuhi episode 
tayangan bertema investigasi kriminal. 
 Sebagai contoh, proses pembuatan bumbu dapur 
berbahaya7.Pada tayangan ini penjual bumbu dapur berbahaya 
mempraktekkan sendiri dengan sistematis dan vulgar tentang cara 
                                                             
4
Rating adalah peringkat program televisi berdasarkan hasil survei dari jumlah 
peminat suatu program tayangan televisi. 
5
Diakses melalui http://agbnielsen.co.id, pada 8 September 2014. 
6
 Nadi Mulyadi, Jurnalisme Dasar Panduan Praktis Jurnalis, Yogyakarta, Citra media, 
2013 
7
TayanganReportase Investigasi Trans TV pada Sabtu, 27 September 2014 
pkl. 17.00 WITAEps. Bumbu Dapur Berbahaya!!!  
4 
membuat bumbu dapur berbahaya. Diawali dengan membeli bahan-
bahan sisa yang telah dibuang oleh pemilik warung sembako 
seperti bawang merah dan bawang putih, wortel, kunyit, cabe yang 
semuanya sudah tidak layak untuk dikonsumsi.Dalam 
pembuatannya pelaku juga mencampurkan nasi basi untuk 
diblender bersama bahan lainnya dengan tujuan agar volume 
bumbu mengembang.Pelaku juga menambahkan pijer atau boraks 
tanpa takaran untuk menghilangkan bau tak sedap dari adonan 
bumbu dan membuat adonan tidak basi selama beberapa hari , 
serta menambahkan pewarna tekstil yang sebenarnya sangat 
dilarang untuk dicampurkan dalam bahan makanan.Hal yang 
sungguh mengejutkan dalam proses diatas dapat disaksikan oleh 
jutaan orang dikarenakan detail kejahatan diliput dalam sebuah 
tayangan bertema investigasi kriminal.  
 Sebenarnya berita mengenai investigasi kiriminal juga diperlukan 
masyarakat, yang salah satunya berfungsi untuk mengetahui 
kejahatan apa yang sedangmarak terjadi sehingga masyarakat dapat 
mengantisipasi terhadap kejahatan itu.Hal itu pula yang menyebabkan 
tayangan bertema investigasi kriminal sangat diminati masyarakat 
sehingga memiliki rating tayangan yang tinggi8. 
                                                             
8
Html://digilib.uns.ac.id/upload/document/111202502200011141.html diakses pada 5 
September 2014. 
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 Dalam tayangan bertema investigasi kriminalwartawanjuga 
melakukan wawancara secara langsung terhadap pelaku kejahatan.Hasil 
wawancara tersebut ditayangkan dengan menyamarkan wajah, suara, 
dan identitas pelaku kejahatan.Tindakan menyamarkan pelaku kejahatan 
oleh wartawan dilakukan dengan berpedoman pada hak tolak yang 
dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (4) UU Pers dan Pasal 7 Kode Etik 
Jurnalistik. Pasal 4 ayat (4) UU Pers yang menyatakan bahwa dalam 
mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan 
mempunyai hak tolak. Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya 
untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber 
berita yang dirahasiakannya.9Kode Etik Jurnalistik sebagai pedoman 
wartawan dalam menjalankan profesinya juga menyatakan hak tolak 
adalah untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui 
identitas maupun keberadaannya.10 
 Dalam kaitannya padatindakan wartawan menyamarkan wajah, 
suara, dan identitas pelaku kejahatan tersebut, jika ditinjau melalui 
ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP), maka secara tidak langsung sebenarnya tindakan 
wartawanyang menyamarkan identitas pelaku kejahatan 
telahbertentangan dengan Pasal 165 KUHP yang mewajibkan bagi 
setiap warga negara yang mengetahui adanya kejahatan yang dilakukan 
oleh orang lain untuk segera melapor kepada kepolisian atau pejabat 
                                                             
9
 Lihat Pasal 1 Angka 10 UU Pers 
10
 Lihat Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik 
6 
kehakiman. Kejahatan yang dimaksud diketahui oleh wartawan adalah 
kejahatan yang terdapat dalam Bab VII Buku II KUHP.Sebagai contoh 
adalah pemberitaan mengenai pembuatanbakso berboraks. Dalam 
pemberitaan tersebut ditayangkan hasil wawancara dengan pelaku 
kejahatan, cara pembuatan bakso berboraks yang dipraktekkan oleh 
pelaku kejahatan, serta efek sampingmengonsumsi bakso berboraks. 
Hasil wawancara dengan pelaku kejahatan ditayangkan dengan cara 
menyamarkan nama, wajah, dan suara dari pelaku kejahatan. Tindakan 
menyamarkan identitas pelaku kejahatan ini didasarkan pada hak tolak 
sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 ayat (4) UU Pers. Efek samping 
mengonsumsi bakso berboraks adalah kerusakan lambung, ginjal, 
muntah, kanker dan berbagai risiko kesehatan lainnya. Padahal 
sebagaimana yang kita ketahui bahwa mengedarkan atau menjual barang 
yang memiliki sifat berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang lain adalah 
kejahatan yang melanggar Pasal 204 KUHP yang menyatakan bahwa 
barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-
bagikan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau 
kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Oleh 
karena kejahatan yang diberitakan oleh wartawan tersebut termasuk 
dalam Bab VII KUHP, yakni kejahatan yang membahayakan nyawa 
orang, maka berdasarkan Pasal 165 KUHP,wartawan sebagai warga 
negara yang baik seharusnya menindaklanjuti pemberitaan tersebut 
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dengan melaporkan si pelaku kejahatan yang membuat dan 
mengedarkan bakso berboraks kepada pejabat kehakiman atau 
kepolisian. 
 Risiko yang dapat timbul apabila wartawan tidak melakukan apa 
yang diwajibkan menurut KUHP dan semata-mata melakukan tindakan 
yang jelas dilarang demikian dapat memberikan kesan bahwa 
wartawan telah lebihmengutamakan kepentingan sendiri atau 
kepentingan golongan dengan menayangkan berita secara sensasionil 
sehingga mengabaikan kepentingan umum dan kewajibannya sebagai 
bagian dari warga negaraterhadap mana wartawan sebagai bagian dari 
pers juga harus mengabdikan diri.Apabila dorongan pada sensasi 
tersebut telah menyangkut kepentingan umum, maka persoalannya dapat 
menjadi serius dikarenakan akan berpotensi merugikan kepentingan 
umum, padahal idealnya pers harus berperan untuk memperjuangkan 
keadilan dan kebenaran.11 
 Adapun suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana, jika telah 
memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau rumusan (delict), namun tidak 
selalu suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana jika perbuatan tersebut 
tercantum di dalam suatu rumusan delik.Berkaitan dengan hal itu maka 
diperlukan syarat, bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan manusia, 
bersifat melawan hukum, dan perbuatan tersebut dapat 
dicela.Simonstelah merumuskan “strafbaar feit” itu sebagai suatu 
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tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja 
ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-
undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 
dihukum.12 
 Mencermati potensi permasalahan sebagaimana telah diuraikan 
dalam latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk 
melakukan kajian dan penelitian dengan judul: 
Tindakan Menyamarkan Identitas Pelaku Kejahatan oleh Wartawan 
ditinjau dari Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers dan 
KUHP 
 
 
 
B. Rumusan  Masalah 
 Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, selanjutnya 
 dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah tindakan menyamarkan identitas pelaku 
kejahatan oleh wartawan ditinjau dari Undang-Undang No.40 
Tahun 1999 tentang Pers dan KUHP? 
2. Bagaimanakah peran pihak kepolisian dalam menindaklanjuti 
tindakan menyamarkan identitas pelaku kejahatan oleh 
wartawan? 
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C. Tujuan Penelitian 
 Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini diantaranya: 
1. Untuk mengetahui dan memahami tindakan menyamarkan 
identitas pelaku kejahatan oleh wartawan ditinjau dari UU 
Persa dan KUHP. 
2. Untuk mengetahui dan memahami peran pihak kepolisian dalam 
menindaklanjuti tindakan menyamarkan identitas pelaku 
kejahatan oleh wartawan.  
 
D. Manfaat Penelitian 
 Kegunaan Penelitian ini diantaranya: 
1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan dalam 
menunjang pengembangan ilmu hukum bagi penulis pada 
khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya. 
2. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan 
pertimbangan bagi pihak terkait khususnya pers dan wartawan 
dalam menjalankan profesinya, pihak kepolisian, dan legislative 
dalam melakukan revisi terhadap UU Pers. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A.Investigasi Kriminal Sebagai Laporan Jurnalistik Wartawan 
1. Pengertian Investigasi Kriminal 
 Atmakusumah13 Investigasi atau investigative berasal dari kata 
vestigum, yang berarti jejak kaki.Hal ini menyiratkan berbagai bukti yang 
telah menjadi fakta dalam suatu persitiwa.Investigasi merupakan sebuah 
peliputan yang mencari, menemukan, dan menyampaikan fakta-fakta 
tentang adanya pelanggaran, kesalahan, atau kejahatan yang merugikan 
kepentingan umum.Secara umum dapat juga dinamakan reportase 
investigasi untuk menunjukkan pengertian investigasi dan kegiatan untuk 
melaporkannya. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia: 
Investigasi adalah penyelidikan dengan mencatat atau merekam 
fakta melakukan peninjauan, percobaan, dan sebagainya dengan 
tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan (tentang peristiwa, 
sifat atau khasiat suatu zat, dan sebagainya; penyidikan). 
Menurut Chris White14, pekerjaan jurnalisme investigasi, pertama 
tertuju untuk mengungkapkan dan mendapatkan sebuah kisah berita yang 
bagus. Kedua, menjaga masyarakat untuk memiliki kecukupan informasi 
dan mengetahui adanya bahaya di tengah kehidupan mereka. 
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 Investigasi Kriminal adalah kegiatan penyelidikan dengan 
mencatat atau merekam fakta melakukan peninjauan, percobaan, dan 
sebagainya dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan (tentang 
peristiwa, sifat atau khasiat suatu zat, dan sebagainya; penyidikan yang 
berkaitan dengan kejahatan (pelanggaran hukum) yang dapat dihukum 
menurut undang-undang; pidana.15 
2. Ciri Jurnaslitik Investigasi 
Terminologiinvestigative journalism memberikan atribut 
penyelidikan, keingintahuan, dan misi tertentu dari para 
wartawannya.Jurrnalisme ini tidak mau terjebak dengan adonan 
pemberitaan entertainment.Liputan beritanya bukan lagi berdasar agenda 
pemberitaan harian yang sudah terjadwal di ruang redaksi.Para wartawan 
investigasi tidak bekerja berdasarkan pengagendaan berita seperti dalam 
pemberitaan reguler.Mereka memasuki subjek pemberitaan tatkala 
mereka tertarik untuk mengetahui sesuatu.Kerja peliputannya tidak 
dibatasi oleh tekanan waktu. Pada sisi lain pula, investigasi menjadi 
sebuah kegiatan jurnalisme yang hendak “membongkar kejahatan”.  
Goenawan Mohammad16, wartawan senior Indonesia, menyatakan 
hal itu. Ia melihat reportase investigasi itu bergerak mengikuti naluri 
penciuman untuk mengungkap pishak-pihak yang menutupi suatu 
kejahatan. Mereka menelusuri pelbagai dokumen, yang terkait dengan 
kejahatan tersebut, mencoba mempelajarinya untuk menemukan adanya 
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tindak kejahatan dilakukan di balik sebuah peristiwa.Maka itulah pekerjaan 
reportase investigasi terkait laporan kegiatan mencari informasi yang 
tersembunyi. 
Ciri peliputan investigasi meliputi17: 
1. Pengujian berbagai dokumen dan rekaman; 
2.  Pemakaian informan; 
3. Keseriusan;dan 
4. Perluasan riset.  
Nilai kemendalaman reportase investigasi terletak pada signifikasi 
kegunaan informasinya bagi kesejahtraan public (public 
welfare).Investigasi menjadi sarana penting bagi pertanggungjawaban 
media dan pembuat berita (responsible newsmen), bahkan mutu 
jurnalisme kepada masyarakat. 
3. Wartawan Investigatif 
Beberapa prinsip liputan mengindikasikan penggalian 
informasi.Pekerjaan wartawan investigasi adalah untuk mengumpulkan 
informasi untuk membantu masyarakat memahami kejadian yang 
mempengaruhi kehidupan mereka.Pada titik tertentu, wartawan investigasi 
berbeda dibandingkan wartawan harian. Perbedaan-perbedaan itu adalah 
sebagai berikut18 : 
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1. Inisiatif investigatif tidak menunggu masalah atau peristiwa 
diberitakan, tapi justru memunculkan masalah, sesuatu, atau berita 
baru. Wartawan harian mencari dan menghasilkan beberapa berita 
dalam sehari, mengejar informasi agar disiarkan lebih cepat daripada 
saingan.  
2. Wartawan investigatif membutuhkan waktu lebih lama untuk 
mengungkapkan suatu isu. Wartawan harian menjalin hubungan ke 
sebanyak mungkin “pejabat sumber berita”.  
3. Wartawan investigatif cenderung selektif, skeptis, dan kritis pada 
berita resmi, mengkritisi setiap pendapat, catatan, dan bocoran 
informasi resmi, tidak segera percaya. Reporter harian melaporkan 
apa yang terjadi. Sedangkan wartawan investigatif mengungkap alas 
an sesuatu yang terjadi, diumumkan, atau mengapa terjadi lagi. 
4. Pada tiap langkah liputannya, wartawan investigatif memiliki 
kecermatan yang begitu tinggi terhadap berbagai hal yang 
ditemuinya. Setiap informasi diperiksa dan diperiksa kembali 
(checked and rechecked) melalui berbagai sumber yang dapat 
dipercaya, dan mendapatkan keyakinan bahwa sumber informasi 
tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam kesediaan atau 
keterbukaannya memberikan keterangan, bahkan siap melindungi 
kerahasiaan sumber informasi jika dikehendaki. 
5. Manakala reporter investigasi mengerjakan sebuah liputan 
investigatif, mereka melakukan penyamaran dan tidak 
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mengungkapkan pada sumber-sumber kisah bahwa mereka adalah 
reporter.  
Coronel menunjukkan bahwa tahapan kegiatan investigatif dapat diurut ke 
dalam dua bagian kerja, salah satunya yaitu:  
a. Penjajakan dan Pekerjaan Dasar  
1. petunjuk awal (first lead)  
2.  investigasi pendahuluan (initial investigation)  
3. pembentukan hipotesis (forming an investigative 
hypothesis)  
4. pencarian dan pendalaman literatur (literature 
search)  
5. wawancara para pakar dan sumber-sumber ahli 
(interviewing experts)  
6. penjejakan dokumen-dokumen (finding paper trail)  
7. wawancara sumber-sumber kunci dan saksi-saksi 
(interwiewing key information and sources)  
B. Tindakan Menyamarkan Identitas Pelaku Kejahatan oleh Wartawan 
1. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers sebagai  
Landasan Hukum Profesi Wartawan 
Kemerdekaan pers ialah salah satu wujud keadaulatan rakyat yang 
berasaskan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.19Pers 
memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol 
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sosial.Selain fungsi tersebut pers juga berfungsi sebagai lembaga 
ekonomi.20Fungsi dan peranan pers tersebut secara praktis dilaksanakan 
oleh wartawan yang bertugas mencari berita dan kemudian diproduksi di 
dapur redaksi sebelum dijadikan sebuah pemberitaan.Wartawan adalah 
orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.21Oleh 
karena itu, hak yang dimiliki oleh wartwan adalah kemerdekaan yang 
dijamin sebagai hak asasi manusia, hak tidak dikenakan penyensora, 
pembredelan atau pelarangan penyiaran.Untuk menjamin kemerdekaan 
pers maka pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan 
menyebarluaskan gagasan dan informasi. 
Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum 
wartawan mempunyai hak tolak. Tujuan utama hak tolak ialah agar 
wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi dengan cara 
menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hal tersebut dapat 
digunakan jika wartwan dimintai keterangan oleh pejabat kepolisian atau 
penyidik dan atau menjadi saksi di pengadilan.Hak tolak dapat dibatalkan 
demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang 
dinyatakan oleh pengadilan. 
Kemerdekaan pers ialah kemerdekaan yang disertai kesadaran 
akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh 
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pengadilan dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam KEJ serta 
sesuai dengan hati nurani wartawan.  
2. Kode Etik Jurnalistik sebagai Landasan Etika Profesi Wartawan 
Pasal 7 Ayat (2) UU Pers menerangkan bahwa wartawan memiliki 
dan menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Menindaklanjuti mengenai KEJ 
ini, Dewan Pers telah mengeluarkan Peraturan Dewan Pers No. 
6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan 
Pers No. 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai 
Peraturan Dewan Pers. Dalam Lampiran Peraturan Dewan Pers tersebut 
dikatakan : 
“Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers ialah hak asasi 
manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, 
dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB.Kemerdekaan 
pers ialah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan 
berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan 
meningkatkan kualitas kehidupan manusia.Dalam mewujudkan 
kemerdekaan per situ, wartawan Indonesia juga menyadari adanya 
kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman 
masyarakat, dan norma-norma agama.Dalam melaksanakan 
fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak 
asasi setiap orang, karena itu pers dituntut professional dan terbuka 
untuk dikontrol oleh masyarakat.Untuk menjamin kemerdekaan 
pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang 
benar, wartawan Indonesia memerlukan landasam moral dan etika 
profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan 
publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.Atas dasar 
itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik 
Jurnalistik.” 
Selanjutnya yang berhubungan dengan tindakan menyamarkan 
identitas pelaku kejahatan terdapat dalam Pasal 5 KEJ menyatakan, “ 
Wartwan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban 
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kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi 
pelaku kejahatan.” Penafsiran Pasal ini ialah yang lazim dilakukan media 
ialah menyebut nama pelaku hanya dengan inisialnya atau memuat 
fotonya dengan ditutup matanya atau hanya memperlihatkan foto bagain 
belakang pelaku saja.22Wartawan mempunyai alasan kuat untuk 
menyembunyikan nama-nama wanita yang menjadi korban perkosaan 
atau anak-anak yang dianiaya secara seksual.Tujuannya adalah untuk 
melindungi korban dari pencemaran namanya atau tercoreng aib. Tetapi, 
dalam hal larangan menyebut nama dan identitas pelaku kejahatan yang 
masih di bawah umur, dasarnya semata-mata pertimbangan 
kemanusiaan, berdasarkan nasib serta hari esok pelaku kejahatan dan 
keluarganya. Jika sampai identitas dan potret yang dimaksud terpampang 
jelas dalam media, maka wartawan yang menurunkan berita semacam itu 
jelas sudah mengkhianati tugas profesionalnya yang bebas dan 
bertanggungjawab.23 
Sedangkan Pasal 7 KEJ menyatakan “Wartawan Indonesia 
memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia 
diketahui identitasnya maupun keberadaannya, menghargai ketentuan 
embargo, informasi latar belakang, dan off the recordsesuai dengan 
kesepakatan.” Salah satu penafsiran terhadap pasal ini adalah bahwa hak 
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tolak ialah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan 
narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. 
C. Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Menyamarkan 
Identitas Pelaku Kejahatan oleh Wartawan. 
1. Pasal 165 KUHP 
Kejahatan yang dilakukan oleh pers atau disebut juga delik pers 
adalah tindak pidana yang bersangkut-paut dengan pekerjaan pers. Istilah 
delik pers sendiri sebenarnya hanya istilah atau pengertian umum dan 
bukan terminologi hukum.24Dalam KUHP, tidak akan ditemui ketentuan 
umum yang dapat digunakan untuk mengaktualisasi suatu perbuatan 
pidana sebagai delik pers, termasuk delik khusus yang berlaku bagi insan 
pers.Istilah delik pers merupakan sebutan umum di kalangan masyarakat, 
khususnya praktisi dan pengamat hukum, untuk melakukan penamaan 
pasal-pasal KUHP yang berkaitan dengan pers. Delik pers sendiri bukan 
suatu delik yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari delik khusus yang 
berlaku umum. Tindak pidana itu disebut sebagai delik pers karena yang 
sering melakukan pelanggaran atas delik itu adalah pers. 
Dalam hukum pidana hanya dikenal delik formil, delik materil, delik 
aduan, delik umum dan delik khusus, namun dalam kenyataannya maka 
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muncul kejahatan oleh pers atau delik pers dengan adanya Pasal 165 
KUHP. 
 
Pasal 165 KUHP menerangkan : 
(1) Barang siapa mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu 
kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 
110 - 113, dan 115 - 129 dan 131 atau niat untuk lari dari 
tentara dalam masa perang, untuk desersi, untuk membunuh 
dengan rencana, untuk menculik atau memperkosa atau 
mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tersebut 
dalam bab 8 dalam kitab undang-undang ini, sepanjang 
kejahatan itu membahayakan nyawa orang atau untuk 
melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal- pasal 224 
228, 250 atau salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 
264 dan 275 sepanjang mengenai surat kredit yang 
diperuntukkan bagi peredaran, sedang masih ada waktu untuk 
mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera 
memberitahukan hal itu kepada pejabat kehakiman atau 
kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan 
itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana 
penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling 
banyak empat ribu lima ratus rupiah.  
(2) Pidana tersebut diterapkan terhadap orang yang mengetahui 
bahwa sesuatu kejahatan berdasarkan ayat (1) telah dilakukan, 
dan telah membahayakan nyawa orang pada saat akibat masih 
dapat dicegah, dengan sengaja tidak memheritahukannya 
kepada pihak- pihak tersebut dalam ayat (1). 
 
Dengan adanya Pasal 165 KUHP tersebut maka diartikan bahwa 
bagi setiap warga negara yang mengetahui adanya suatu niat kejahatan 
ataupun mengetahui suatu kejahatan yang telah dilakukan, dan kejahatan 
itu membahayakan nyawa orang lain maka warga negara yang 
mengetahui memiliki kewajiban untuk melaporkannya kepada pejabat 
kehakiman atau kepolisian atau kepada yang terancam. Selain itu,  
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seseorang yang mengetahui suatu tindak pidana, namun tidak 
memberitahukannya maka dapat dikenakan hukuman karena jika tidak 
diberutahukan segera maka orang tersebut dapat dikatakan emberi 
kesempatan pada seseorang untuk melakukan kejahatan.Perlu diketahui 
pula, bahwa pelaku kejahatan yang dimaksud pelaku kejahatan Pasal 165 
KUHP adalah setiap orang yang telah secara nyata memenuhi anasir delik 
sekalipun belum diproses secara hukum oleh pihak kepolisian.Penulis 
beranggapan bahwa asas praduga tak bersalah hanya dapat diberikan 
kepada pelaku kejahatan tertentu yang tidak termasuk ke dalam anasir 
delik Pasal 165 KUHP. 
2. Definisi Tindak Pidana 
Tindak pidana hanya salah satu dari berbagai konsep kata yang 
digunakan untuk menggambarkan istilah strafbaarfeit.Istilah lainya untuk 
menggambarkan hal tersebut oleh para pakar dirumuskan sebagai 
peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan delik.Tindak pidana merupakan 
suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum 
sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri 
tertentu pada peristiwa hukum pidana.Tindak pidana mempunyai 
pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam 
lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti 
yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan 
dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan 
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masyarakat.25Tindak pidana atau delik dapat diartikan sebagai perbuatan 
yang melanggar aturan pidana, diancam dengan hukuman oleh undang-
undang dan dilakukan oleh seseorang dengan bersalah, orang mana yang 
harus dipertanggungjawabkan.26 
Delik dalam bahasa Belanda yang disebut dengan strafbaar feit, 
terdiri atas tiga kata, yaitu straf, yang diartikan sebagai pidana dan hukum, 
baar yang diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feityang diartikan 
sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah 
srafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana.Sementara delik yang 
dalam bahasa asing disebut delictartinya suatu perbuatan yang pelakunya 
dapat dikenakan hukuman. 
Menurut Simons, strafbaarfeit ialah perbuatan melawan hukum 
yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu 
bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons adalah 
keasalahan dalam arti luas yakni dolus (sengaja) dan culpa lata (alpa dan 
lalai). Dari pengertian tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur 
perbuatan pidana (criminal act) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan 
hukum perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (criminal liability) yang 
mencakup kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan 
bertanggung jawab.27 Selanjutnya Van Hamel menguraikannya sebagai 
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perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, 
strafwaardig (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena 
kesalahan (en aan schuld te wijten).28 
Berbagai istilah yang digunakan para pakar tersebut tidak mengikat 
sepanjang tidak mengubah makna strafbaarfeit.Hal ini dikarenakan 
maksud dari istilah-istilah tersebut mengarah ke definisi strafbaarfeit. 
Tujuan menerjemahkan istilah tersebut ke dalam Bahasa Indonesia 
adalah untuk mengalihkannya ke tata Bahasa Indonesia yang baku dan 
memiliki konsep jelas sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dalam 
pemakaiannya.  
Menurut Pompe, pengertian strafbaarfeit dibedakan dalam dua 
macam29, yaitu:  
a. Definisi menurut teori, strafbaar feit adalah suatu pelanggaran 
terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan 
diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan 
menyelamatkan kesejahteraan umat; 
b. Definisi menurut hukum positif, strafbaar feit adalah suatu kejadian 
(feit) yang dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan sebagai 
perbuatan yang dapat dikenai tindakan hukum. 
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Menurutnya, penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak 
pidana, akan tetapi juga harus ada orang yang dapat dipidana. Tindak 
pidana merupakan bagian dasar daripada suatu kesalahan yang dilakukan 
terhadap seseorang dalam melakukan suatu kesalahan.Jadi untuk adanya 
kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang 
menimbulkan celaan harus berupa kesengajan atau kealpaan. Dikatakan 
bahwa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk 
kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld) yang 
dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena 
seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat 
melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus 
bertanggung jawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah 
dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana terbukti benar telah 
terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu 
dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.30 
Fletcher mengatakan, “we distinguish between characteristics of the 
act (wrongful, criminal) and caharchteristic of actor (instant, infant)”.Dalam 
konteks ini kiranya perlu dibedakan antara karakteristik perbuatan yang 
dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang 
melakukannya.Karakteristik orang yang melakukan tindak pidana 
berhubungan dengan penentuan dapat dipertanggungjawabkannya yang 
bersangkutan.Dikaitkan dengan hal diatas, maka seharusnya di antara 
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tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dibedakan, 
tetapi lebih jauh lagi harus dapat dipisahkan.31Selain itu argumentasi di 
atas juga diperkuat dengan tinjauan filosofis bahwa aturan hukum 
mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidaa memiliki 
perbedaan fungsi.32 
Aturan hukum mengenai tindak pidana berfungsi sebagai pembeda 
antara perbuatan yang terlarang dalam hukum pidana dan perbuatan-
perbuatan lain di luar kategori tersebut.Dengan adanya aturan mengenai 
tindak pidana maka dapat dikenali perbuatan-perbuatan yang dilarang dan 
karenanya tidak boleh dilakukan.33Sedangkan aturan hukum mengenai 
pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat 
yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi 
pidana.Penentu apakah seseorang patut dicela karena perbuatannya, di 
mana celaan tersebut adalah pemidanaan.Tekanannya justru pada fungsi 
melegitimasi tindakan penegak hukum untuk menimpakan nestapa pada 
pembuat tindak pidana.34Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana 
merupakan saringan pengenaan pidana, yaitu hanya dapat diterapkan 
terhadap mereka yang memiliki kesalahan dan pidana yang dikenakan 
hanya sebatas kesalahannya tersebut.35 
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3. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Sehubungan dengan unsur-unsur tindak pidana, pandangan 
monoistis merupakan suatu pandangan yang melihat syarat untuk dapat 
dipidanya seseorang harus mencakup dua hal secara utuh, yaitu sifat dan 
perbuatan.Pandangan ini memberikan konsep bahwa makna perbuatan 
yang dimaksudkan telah melingkupi tindak pidana yang dilakukan dan 
pertanggungjawaban pidana pelaku. Dengan batasan seperti itu, menurut 
Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur 
berikut: 
1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) 
maupun perbuata negative (tidak berbuat); 
2. Diancam dengan pidana; 
3. Melawan hukum; 
4. Dilakukan dengan kesalahan;dan 
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.36 
Pandangan dualistik membedakan antara perbuatan dengan 
pembuat dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai syarat 
pemidanan. Secara ringkas, syarat-syarat pemidanaan sehinga 
dikategorikan sebagai tindak pidana menurut pandangan dualistik, yaitu: 
1. Unsur-unsur tindak pidana (perbuatan/actus reus) 
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a. Perbuatan mencocoki rumusan tindak pidana (peraturan 
perundang-undangan pidana); 
Pada prinsipnya, seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab 
pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku 
lahiriah (outward conduct) yang harus dapat dibuktikan. Perbuatan 
lahiriah tersebut dikenal dengan actus reus. Dengan kata lain, actus 
reus adalah elemen luar (external element).37 Perbuatan biasanya 
bersifat positif, tetapi juga dapat bersifat negatif, yaitu terjadi 
apabila orang tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang wajib 
ia lakukan sehingga suatu peristiwa terjadi yang sebenarnya tidak 
akan terjadi apabila perbuatan tertentu itu ia lakukan. Istilah 
perbuatan yang dimkasud dalam unsur ini mencakup commission 
dan omission.Commission adalah apabila dilakukan perbuatan 
yang telah dirumuskan dalam undang-undang pidana sebagai 
perbuatan yang dilarang, maka dikenakan pidana.Omission adalah 
apabila tidak melakukan perbuatan yang diharuskan oleh undang-
undang pidana, maka dikenakan pidana.Comission maupun 
omissiontersebut tentu harus tertuang sebagai unsur dalam sebuah 
rumusan pasal agar tidak terjadi benturan dengan asas legalitas.  
b. Bersifat melawan hukum;  
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Dalam hukum pidana, dikenal adanya beberapa pengertian sifat 
melawan hukum, yaitu: 
1. Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan 
dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum 
subjektif), melainkan juga mencakup  hukum perdata atau hukum 
administrasi negara; 
2. Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan 
hak orang lain” (hukum subjektif); 
3. Menurut Vos, Moeljatno, dan tim pengkajian bidang hukum pidana 
BPHN dalam rancangan KUHP, memberikan definisi 
“bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa 
yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau 
yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan 
yang tidak patut dilakukan38; 
4. Menurut Hoge Raad, dengan keputusannya tanggal 18 Desember 
1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wewenang” atau 
“tanpa hak”. 
Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana itu 
harus bersifat melawan hukum. Adapun sifat melawan hukum suatu 
perbuatan ada dua macam, yakni: 
1. Sifat melawan hukum formil (formale wederrechtelijk) 
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Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan sifat 
melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-
undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah 
ditentukan dalam undang-undang.Bagi pendapat ini melawan hukum 
berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. 
2. Sifat melawan hukum materil (materiele wederrechtelijk) 
Menurut pendapat ini, belum tentu perbuatan yang memenuhi 
rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum.Bagi pendapat ini 
yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja, tapi juga 
meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-
kenyataan yang berlaku di masyarakat.39 
c. Tidak ada alasan pembenar. 
Dalam KUHP tidak disebutkan secara limitative mengenai 
alasanpembenar.Buku pertama dalam KUHP hanya menyebutkan 
mengenai alasan-alasan yang menghapuskan pidana. Alasan pembenar 
yang dimaksud disini, yaitu: 
1. Daya paksa absolut; 
Daya paksa (overmacht) tercantum dalam Pasal 48 KUHP. 
Undang-undang hanya menyebut tentang tindak pidana 
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seseorang yang melakukan perbuatan karena dorongan keadaan 
yang memaksa,40 
2. Pembelaan terpaksa; 
Istilah yang dipakai dalam pembelaan terpaksa oleh Belanda 
adalah moodweer yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. 
Unsur-unsur dari suatu pembelaan yang terpaksa terdiri dari : 
a. Pembelaan itu bersifat terpaksa; 
b. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan, 
kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain; 
c. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat 
dekat pada saat itu; 
d. Serangan itu melawan hukum.41 
Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau 
ancaman.Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan 
keharusan.Asas ini disebut asas subsidiaritas (subsidiriteit). Harus 
seimbang anatar kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu 
pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi harus proporsional, tidak 
semua alat dapat digunakan (hanya yang pantas, masuk akal 
saja).Pembelaan terpaksa juga terbatas hanya pada tubuh, kehormatan, 
kesusilaan, dan harta benda.Tubuh meliputi jiwa, melukai, dan kebebasan 
bergerak badan dan kehormatan kesusilaan yang meliputi perasaan malu 
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seksual.Lebih sempit daripada kehormatan tetapi lebih luas daripada 
tubuh saja.42 
3. Menjalankan ketentuan undang-undang. 
Pasal 50 KUHP menyatakan : 
Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan 
ketentuan undang-undang, tidak dipidana. 
 
Bahwa yang dimaksud dengan undang-undang dalam hal ini ialah 
semua peraturan yang dibuat oleh suatu badan pemerintahan yang diberi 
kekuasaan untuk membuat undang-undang, jadi termasuk pula misalnya 
peraturan pemerintah daerah. Menjalankan undang-undang artinya tidak 
hanya terbatas pada melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh 
undang-undang, akan tetapi meliputi pula perbuatan-perbuatan yang 
dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh suatu undang-undang.43 
4. Menjalankan perintah jabatan yang sah. 
Pasal 51 ayat (1) KUHP menyatakan: 
Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah 
jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu, tidak 
boleh dihukum. 
Menurut ketentuan pasal ini, perintah itu disebabkan karena adanya 
hubungan hukum publik.Namun hubungan yang dimaksud tidak harus 
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hubungan jabatan antar atasan dan bawahan. Untuk dapat melepas orang 
yang diperintah dari tanggungjawab atas perbuatannya, ada dua syarat: 
1. Syarat subjektif, yaitu dalam batin orang yang diperintah harus 
mengira bahwa perintahnya adalah sah, baik dilihat dari segi 
pejabat yang mengeluarkan perintah, maupun dari segi pejabat 
yang mengeluarkan perintah. Kesimpulan ke arah ini harus 
berdasar pada fakta yang masuk akal dan wajar, tapi jika hal itu 
tidak ada maka disitu unsur itikad baik tidak ada. 
2. Kalau dari fakta-fakta yang ada, adalah masuk akal jika terdakwa 
mengira bahwa perintaha dalah sah, atau berwenang maka apa 
yang diperintahkan itu secara objektif dalam kenyataannya harus 
masuk dalam lingkungan pekerjaannya.44 
Penguraian unsur-unsur tindak pidana merupakan suatu keharusan 
mutlak karena akan berpengaruh pada jelas atau tidaknya suatu tindak 
pidana yang dilakukan dengan perumusan tindak pidana yang diatur 
dalam undang-undang pidana. 
4. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana 
Berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan 
pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu 
yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pembuat.Dilakukannnya 
tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan.Namun demikian 
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selain syarat eksternal adanya kesalahan, ada pula syarat internal.Dalam 
hal ini peryaratan justru terletak pada diri pembuat.Konkretnya, kondisi 
pembuat yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana.Syarat 
internal tersebut karenanya merupakan unsur pertanggungjawaban 
pidana.45 
Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu 
mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap 
pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.46 
Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana (pembuat/mens rea) 
a. Mampu bertanggungjawab; 
Mampu bertanggungjawab merujuk kepada kemampuan pelaku 
atau pembuat. Istilah lain yang sering digunakan untuk merujuk 
kepada kemampuan bertanggungjawab yakni dapat 
dipertanggungjawabkan pembuat.  
Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti 
pembuat memenuhi syarat-syarat untuk dipertanggungjawabkan 
mengingat asas tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan, 
maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai 
kesalahan. Dengan demikian, batin pembuat yang normal atau 
akalnya mampu membeda-bedakan perbuatan yang boleh 
dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau dengan kata lain 
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mampu bertanggungjawab, merupakan sesuatu yang berada di 
luar pengertian kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah 
syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari 
kesalahan itu sendiri.Oleh karena itu, terhadap subjek hukum 
manusia, mampu bertanggungjawab merupakan unsur 
pertanggungjawaban pidana, sekaligus syarat adanya 
kesalahan.47 
 Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, unsur mampu 
bertanggungjawab mencakup : 
1. Keadaan jiwanya : 
a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau 
sementara; 
b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, dan 
sebagainya); 
c. Tidak terganggu karena terehut, hypnotism, amarah yang 
meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, 
melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, 
nyidam, dan lain sebagainya. Dengan kata lain yang 
bersangkutan dalam keadaan sadar. 
2. Kemampuan jiwanya 
b) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya; 
c) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut; dan 
                                                             
47
Ibid.,hal. 89. 
34 
d) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.48 
b. Ada kesalahan (dolus atau culpa); 
Kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja atau karena 
kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan 
atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan 
dengan mampu bertanggungjawab.49 
Menurut Moeljatno, untuk adanya kesalahan terdakwa harus 
memuat unsur : 
1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum); 
2) Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab; 
3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa 
kesengajaan atau kealpaan; dan 
4) Tidak adanya alasan pemaaf.  
 
Karena si pelaku adalah seorang manusia, maka hubungan ini 
adalah mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku 
tindak pidana (schuld-verband).Hanya dengan hukuman batin ini 
perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si 
pelaku.Dan baru kalau ini tercapai, maka betul-betul ada suatu 
tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana 
(geen strafbaar feit zonder schuld).50 
c. Tidak ada alasan pemaaf. 
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Alasan pemaaf merupakan suatu alasan yang menghapuskan 
kesalahan terdakwa.Kesalahan yang dimaksud melingkupi 
kesengajaan (dolus) dan kelalaian/kealpaan (culpa). Alasan 
penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang 
terdapat dalam KUHP adalah: 
1) Daya paksa relatif; 
2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas Pasal 49 ayat (2) 
KUHP; 
3) Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa 
mengira perintah itu sah, Pasal 51 ayat (2) KUHP. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana penelitian 
akan dilaksanakan. Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis untuk 
mendapatkan infromasi mengenai masalah yang dibahas adalah wilayah 
Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.Alasan penulis memilih wilayah 
tersebut dkarenakan merupakan wilayah domisili penulis, selain itu 
dengan pertimbangan relevansi penelitian serta pertimbangan lainnya 
yakni waktu dan biaya.Pengumpulan data dan informasi dilakukan di 
berbagai tempat yang penulis anggap dapat memberikan kontribusi dalam 
penelitian. Tempat-tempat yang dimaksud adalah : 
1. Perpustakaan Umum Universitas Hasanuddin 
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
3. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan-Barat 
4. Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang 
Sulawesi Selatan. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian normatif yang 
didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian normatif dilakuakan 
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terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
permasalah yang dikaji, seperti Undang-undang No. 40 Tahun 1999 
tentang Pers, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan peraturan 
lainnya yang berkiatan dengan permasalahan  yang dikaji. Selain itu, 
penulis juga akan melakuakn penelitian lapangan dengan melibatkan 
pihak-pihak terkait dengan permalsahan yang dikaji, seperti Pihak 
Keplosian Daerah Sulselbar, PT Tempo Makassar dan PWI Cabang 
Sulawesi Selatan. 
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer dan data sekunder. 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 
pertama. 
2. Data Sekunder, antara lain mencakupi dokumen-dokumen 
resmi, buku-buku, jurnal ilmiah dan sebagainya. 
Jenis data sekunder adalah : 
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat 
yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, 
yuridprudensi, dan sebagainya. 
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan 
penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-
buku, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. 
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan 
petunjukmaupun penjelasan mengenai bahan hukum primer 
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dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan 
ensiklopedia. 
Sumber data yang diperoleh dari lapangan (field research), yaitu 
pihak-pihak yang dianggap memilki relevansi dan kompetensi sesuai 
permasalahan yang dikaji dan diperoleh melalui proses wawancara 
tidak berstruktur. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Sumber data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (literature 
research), yaitu buku-buku, artikel, peraturan perundang-
undangan, kaya ilmiah, jurnal ilmiah, dan berbagai data 
yangbdikumpulkan melalui media online. 
2. Sumber data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (field 
research), yaitu pihak-pihak yang dianggap memiliki kompetensi 
dan relevansi dengan permalsalahn yang akan dikaji dan diperoleh 
melalui wawancara tidak berstruktur. 
C. Teknik PengumpulanData 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Studi Pustaka 
Penulis melakukan proses pengumpulan data untuk menjawab 
permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara 
menganalisis bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan 
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permasalahan yang dikaji, baik bersumber dari bahan hukum 
primer, sekunder, dan tersier. 
2. Wawancara tidak berstruktur 
D. Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
hukum normatif yang bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka).Data yang 
diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian studi kepustakaan maupun 
wawancara disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan 
menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis data adalah 
suatu metode dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian 
dikelompokkan dan dipilih, kemudian dihubungkan dengan masalah yang 
akan diteliti menurut kualitas dan kebenarannya, sehingga akan dapat 
menjawab permasalahan yang ada. Kemudian hasil analisis dipaparkan 
secara deskriptif, yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan 
menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan 
erat dengan penulisan ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Tindakan Menyamarkan Identitas Pelaku Kejahatan oleh Wartawan 
ditinjau dari Undang-Undang No 4o Tahun 1999 tentang Pers dan 
KUHP. 
Wartawan dalam menjalankan profesinya berlandaskan aturan 
hukum yang terdapat dalam Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang 
Pers (UU Pers)dan landasan etika profesi yang terkandung dalam Kode 
Etik Jurnalistik (KEJ). Tindakan menyamarkan identitas pelaku kejahatan 
oleh wartawan sebagaimana diketahui berpedoman pada hak tolak. Hak 
tolak yang dimaksud dalam Pasal 2 angka 10 UU Pers menerangkan 
bahwa: 
Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak 
mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber 
berita yang harus dirahasiakannya.  
 
Dengan adanya ketentuan tersebut, maka wartawan 
mewawancarai pelaku kejahatan dengan menyamarkan nama, wajah, dan 
suara pelaku kejahatan dan kemudian menyiarkannya dalam 
pemberitaan. Tujuan seorang wartawan melakukan wawancara adalah 
mengumpulkan informasi yang lengkap, akurat, dan adil (fair). 
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 Secara yuridis formal, dasar pemikiran adanya hak tolak terdapat 
dalam Pasal 4 ayat 4 UU Pers yang menyatakan : 
 Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, 
wartawan mempunyai Hak Tolak. 
 
Sudah menjadi hal yang lazim terjadi, dalam banyak pemberitaan 
terdapat sumber informasi yang tidak mau disebutkan identitas, 
keberadaan atau hubungannya dengan berita karena berbagai 
pertimbangan.Terhadap narasumber yang tidak mau diungkapkan jati 
dirinya, jika ada pihak yang meminta dibuka siapa sumber informasi 
seperti ini, undang-undang memberikan kekuatan kepada pers untuk 
menolak mengungkapkan narasumber ini.Penolakan pengungkapan dari 
pers siapa sesungguhnya narasumber yang tidak disebutkan identitasnya 
dalam berita inilah yang disebut dengan hak tolak. 
Dalam pers seringkali dijumpai seseorang memiliki informasi yang 
penting untuk diketahui oleh publik  karena menyangkut kepentingan 
publik. Bagi pers, orang semacam ini dapat dijadikan sumber informasi 
yang penting, tetapi terdapat kendala.Andaikan sumber ini disebut atau 
diungkapkan identitasnya maka narasumber menjadi tidak leluasa dalam 
memberikan informasi. Ketidakleluasaan tersebut disebabkan karena 
narasumber merasa khawatir akan menerima sanksi hukum maupun 
sanksi sosial. Dengan pertimbangan itu, kemudian pers memberitakan 
informasi tanpa menyebut atau menyamarkan identitas narasumber. 
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Ditinjau dari UU Pers maka tampak jelas bahwa wartawan 
menggunakan Hak Tolak sebagai dasar untuk melakukan tindakan 
menyamarkan identitas pelaku kejahatan.Tindakan wartawan yang 
berpedoman pada UU Pers itu bertentangan dengan Pasal 165 KUHP. 
Pasal 165 KUHP menerangkan bahwa : 
(1) Barang siapa mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu 
kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 
110 - 113, dan 115 - 129 dan 131 atau niat untuk lari dari 
tentara dalam masa perang, untuk desersi, untuk membunuh 
dengan rencana, untuk menculik atau memperkosa atau 
mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tersebut 
dalam bab 8 dalam kitab undang-undang ini, sepanjang 
kejahatan itu membahayakan nyawa orang atau untuk 
melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal- pasal 224 
228, 250 atau salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 
264 dan 275 sepanjang mengenai surat kredit yang 
diperuntukkan bagi peredaran, sedang masih ada waktu untuk 
mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera 
memberitahukan hal itu kepada pejabat kehakiman atau 
kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan 
itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana 
penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling 
banyak empat ribu lima ratus rupiah.  
(2) Pidana tersebut diterapkan terhadap orang yang mengetahui 
bahwa sesuatu kejahatan berdasarkan ayat (1) telah dilakukan, 
dan telah membahayakan nyawa orang pada saat akibat masih 
dapat dicegah, dengan sengaja tidak memheritahukannya 
kepada pihak- pihak tersebut dalam ayat (1). 
 
 Dalam ketentuan Pasal 165 KUHP terkandung kewajiban bagi 
setiap warga negara untuk melaporkan setiap kejahatan yang 
diketahuinya kepada pihak kepolisan atau pejabat kehakiman. Sedangkan 
apabila kewajiban itu tidak dilakukan, maka setiap warga negara dapat 
dikenanakan pidana penjara sembilan bulan denda empat ribu lima ratus 
rupiah. Oleh karena itu, tindakan menyamarkan identitas pelaku kejahatan 
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oleh wartawan yang berpedoman pada Hak Tolak dalam UU Pers adalah 
bertentangan jika dihubungkan dengan  ketentuan yang diatur dalam 
Pasal 165 KUHP. Hal itu dikarenakan kasus-kasus kejahatan yang telah 
diinvestigasi dalam pemberitaan oleh wartawan termasuk dalam kejahatan 
yang terdapat pada Bab VII KUHP yaitu tentang Kejahatan yang 
Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang. 
 Contoh kejahatan yang telah diinvestigasi oleh wartawan dalam 
tayangan bertema investigasi kriminal tersebut diantaranya seperti pisang 
ijo berbahaya, keripik balsem, minyak sayur daur ulang, ayam tiren, 
bumbu dapur berbahaya, bakso berboraks, jajanan anak berbahaya, 
bakso daging tikus, sate daging tikus, daging glonggongan. Kejahatan-
kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang diatur dalam Pasal 204 
KUHP sebagaimana yang diatur dalam Pasal 165 KUHP. Pasal 204 
KUHP menerangkan : 
(1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan, atau 
membagi-bagikan barang, yang diketahui bahwa 
membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat 
berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana 
penjara paling lama lima belas tahun. 
 
(2) Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah 
dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 
selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. 
 
 Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 165  KUHP, Pasal 204 
KUHP adalah salah satu pasal yang terdapat dalam Bab VII KUHP. 
Sedangkan dalam tayangan bertema investigasi kriminal wartawan juga 
mengetahui tentang efek samping atau akibat dan bahaya dari produk 
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serta mengkonsumsi makanan yang mengandung bahan berbahaya dan 
tidak layak untuk dikonsumsi.Dengan demikian, idealnya seorang 
wartawan sebagai warga negara Indonesia yang mengetahui adanya 
suatu kejahatan yang membahayakan nyawa orang seharusnya 
berkewajiban untuk melaporkan atau memberitahukan kejahatan tersebut 
kepada pejabat kehakiman atau kepolisian. 
 UU Pers merupakan Lex Spesialis berdasarkan Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 1608K/PID/2005 tanggal 9 Februari 2006. Pada 
kenyataannya walaupun telah ditegaskan sebagai lex specialis, namun 
hingga saat ini masih terjadi perdebatan dikarenakan banyak praktisi 
hukum termasuk hakim, penyidik, dan polisi cenderung mengganggap 
bahwa UU Pers terlalu luas sehingga menimbulkan celah hukum 
(loopholes) yang dapat digunakan oleh pers untuk melakukan hal-hal yang 
sebenarnya bertentangan dengan KUHP sebagai lex generalis.  
 Sedangkan Asaslex specialis derogat legi generali yang diatur 
dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa:  
 
Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang 
umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya 
yang khusus 
 Itulah yang diterapkan. 
 
 Menurut penulis, pro dan kontra UU Pers sebagai lex specialis 
dalam kaitannya dengan tindakan menyamarkan identitas pelaku 
kejahatan oleh wartawan tetap tidak mempengaruhi tindakan 
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menyamarkan identitas pelaku kejahatan oleh wartawan.Hal itu 
dikarenakan penggunaan hak tolak dalam UU Pers terhadap narasumber 
yang merupakan pelaku kejahatan tidak diatur dalam UU Pers. Oleh 
sebab itu, KUHP tetap dapat dijadikan acuan sehingga insan pers tetap 
dapat dikategorikan melanggar Pasal 165 KUHP. 
 Apabila wartawan melakukan tindakan menyamarkan identitas 
pelaku kejahatan yang telah nyata bertentangan dengan KUHP, 
sedangkan di satu sisi dengan melindungi begitu banyak pelaku kejahatan 
disadari akibat yang akan timbul adalah kerugian bagi kepentingan umum 
yang lebih besar maka hal ini akan menjadi sutu potensi permasalahan. 
Jika dibiarkan begitu saja dengan alasan tersebut, maka wartawan 
sebagai bagian dari pers seolah-olah memiliki kekebalan hukum.padahal 
wartawan sebagai bagian dari pers juga berkedudukan sebagai warga 
negara yang berarti bahwa wartawan juga memilki hak dan kewajiban 
yang sama di depan hukum. Selain itu, dalam tataran ideal pekerjaan 
jurnalistik mengatur pula bahwa wartawan wajib mengabdikan diri kepada 
kepentingan sosial dan bukan finansial semata di era komersialisasi pers 
yang menjadikan pers memiliki fungsi ganda sebagai lembaga sosial dan 
lembaga ekonomi. 
 Tertib hukum hanya dapat diperoleh bila hukum itu sendiri dapat 
juga menjaga adanya freedom of individual dan protection of the 
community, antara kebebasan dan kontrol sosial sekaligus menjamin 
adanya persamaan hak dan kewajiban bagi setiap orang menurut undang-
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undang (Equal justice under the law) terlebih wartawan sebagai bagian 
dari pers merupakan salah satu pilar ke-empat negara demokrasi.Bahkan 
Kovach menyatakan bahwa salah satu intisari jurnalisme adalah 
loyalitasnya pada publik. Hal ini juga sesuai dengan prinsip hukum tentang 
prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.yang 
terkandung di dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1): 
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum 
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan 
itu dengan tidak ada kecualinya. 
 
Jika dikaji lebih jauh dari UU Pers sendiri, kewajiban bagi wartawan 
untuk memberitahukan kejahatan yang diketahuinya kepada pejabat 
kehakiman atau kepolisian juga tersirat dalam Pasal 6 huruf e UU Pers 
yang menyatakan bahwa :  
Pers melaksanakan peranan memperjuangkan keadilan dan 
 kebenaran. 
 
Dengan adanya peranan pers tersebut diharapkan supremasi 
hukum dapat terwujud guna menciptakan masyarakat yang tertib 
sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 6 UU Pers yang 
menerangkan bahwa pers nasional mempunyai peranan penting dalam 
memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan 
pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan 
benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, 
serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang 
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tertib. Tindakan menyamarkan identitas pelaku kejahatan oleh wartawan 
dapat diartikan bahwa wartawan mengetahui adanya suatu kejahatan 
namun tidak menindaklanjutinya dengan melaporkan kejahatan yang 
diketahuinya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian, secara tidak 
langsung menunjukkan bahwa wartawan sebagai bagian dari pers tidak 
melaksanakan peranan yang diamanatkan  untuk memperjuangkan 
kebenaran dan keadilan serta tujuan pers untuk mewujudkan supremasi 
hukum dan mewujudkan masyarakat yang tertib tidak akan dapat tercapai. 
Jika ditinjau dari segi hukum pidana maka perbuatan wartawan 
memenuhi doktrin rumusan tindak pidana menurut Simons.Simons 
merumuskanuntuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-
unsur berikut: 
1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) 
maupun perbuata negative (tidak berbuat); 
2. Diancam dengan pidana; 
3. Melawan hukum; 
4. Dilakukan dengan kesalahan;dan 
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.51 
Perbuatan manusia dalam hal ini seorang atau beberapa wartawan 
dengan perbuatan negatif yakni tidak berbuat yang diharuskan dalam 
Pasal 165 KUHP, tindakan tersebut adalah perbuatan yang diancam 
dengan pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 165 KUHP. Bersifat 
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 Amir Ilyas, op.cit., hal.39. 
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melawan hukum karena dilakukan dengan sengaja dalam arti mengetahui 
suatu kejahatan tetapi tidak memberitahukannya kepada pejabat 
kehakiman atau kepolisian, melawan hukum diartikan pula sebagai  
bertentangan dengan hukum yakni Pasal 165 KUHP. Kesalahan dianggap 
ada apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan 
perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh 
hukum pidana. Kemampuan bertanggung jawab oleh wartawan 
dikarenakan wartawan adalah tidak termasuk dalam ketentuan sesuai 
yang dimaksud Pasal 44 KUHP yaitu:  
Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam 
pertumbuhan atau terganggu. 
 
Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan 
penghapus pidana.52Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada 
pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan 
memenuhi unsur-unsurnya yang telah dilakukan dalam undang-undang. 
Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), 
seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan 
tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. 
Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang 
mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan.53 
Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan 
hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga 
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 Amir Ilyas, op. cit.,hal. 75. 
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sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta 
pertanggungjawaban atas tindak pidana yang 
dilakukannya.54Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban 
terhadap tindak pidana yang dilakukannya.Tegasnya, yang 
dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang 
dilakukannya.Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana 
karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. 
Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu 
mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap 
pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan 
tertentu.55Tindakan menyamarkan identitas pelaku kejahatan oleh 
wartawan memenuhi sifat tindak pidana yang berupa membahayakan 
suatu kepentingan hukum concrete gevaarzettingsdelicten. Kejahatan 
yang dimaksud adalah membahayakan keamanan umum bagi orang yang 
diatur dalam Pasal 204 KUHP, hal ini menunjukkan bahwa secara tidak 
langsung wartawan telah menyembunyikan pelaku kejahatan yang 
melanggar Pasal 204 KUHP sedangkan tindakan wartawan tersebut dapat 
membahayakan keamanan umum bagi orang.  
 Adapun suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana maka diperlukan 
beberapa syarat, yakni: 
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Ibid.,hal. 68. 
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1. Perbuatan tersebut adalah perbuatan manusia, dalam hal ini 
adalah perbuatan insan pers di mana perbuatan tersebut sudah 
dilakukan yang terwujud dalam acara televisi serta pelakunya 
(wartawan) dapat dipertanggungjawabkan, artinya orang atau 
pelaku tindak pidana secara mental dan fisik dapat 
mempertanggungjawabkan (Pasal 44 KUHP).  
2. Bersifat melawan hukum, perbuatan wartawan tersebut bersifat 
melawan hukum formil karena telah memenuhi unsur-unsur dalam 
Pasal 165 KUHP sehingga perbuatan tersebut menjadi dapat 
dipidana.  
3. Perbuatan tersebut dapat dicela, perbuatan insan pers tersebut 
bersifat melawan hukum dan dapat dicela yang merupakan syarat 
umum untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. 
4. Diancam dengan pidana, sebagai syarat untuk menindak terhadap 
suatu perbuatan yang tercela yaitu adanya suatu ketentuan dalam 
undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan yang tercela 
itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya56, ini disebut 
legalitas negara dalam hukum pidana. 
Unsur dari tindak pidana yang dipenuhi dalam perbuatan insan pers 
tersebut adalah perbuatan yang dilarang, akibat dari perbuatan itu yang 
menjadi dasar alasan mengapa perbuatan itu dilarang, dan sifat 
melanggar hukum dalam rangkaian sebab musabab itu.Perbuatan yang 
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Teguh Prasetyo, 2011, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Nusa Media, 
Bandung, hlm. 37. 
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dilarang adalah perbuatan menyamarkan identitas pelaku kejahatan tanpa 
kemudian memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian 
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 165 KUHP yang mencakupi asas 
legalitas.Asas legalitas mengandung makna bahwa ketentuan dapat 
dipidananya suatu perbuatan harus terjadi melalui undang-undang yang 
dibuat oleh negara dalam arti formal atau berdasarkan ketentuan undang-
undang dalam arti formal. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) 
KUHP dengan rumusan :“Geen feil is strafbaar dan uti kracht van eene 
daaraan vooragegane wettlejike strafbepalingen” atau “Suatu perbuatan 
tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan 
perundang-undangan pidana yang telah ada”. Akibat perbuatan itu adalah 
membahayakan nyawa orang sehingga menjadi dasar alasan kenapa 
perbuatan itu dilarang.Sifat melawan hukum dari perbuatan insan pers 
tersebut adalah mengetahui suatu kejahatan yang telah dilakukan, pada 
saat kejahatan masih dapat dicegah dengan sengaja tidak 
memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian. 
 
 Ditinjau dari jenis tindak pidananya, maka tindakan wartawan 
tersebut termasuk dalam jenis tindak pidana berupa : 
1. Delik Formal  
Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan 
dilakukannya suatu perbuatan, atau dengan kata lain titik beratnya 
ada pada perbuatan itu sendiri. Dalam hal ini wartawan tidak 
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melakukan suatu tindakan yang menjadi kewajiban oleh undang-
undang ataupun sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, 
dalam hal ini adalah kewajiban melaporkan delik yang diatur dalam 
Pasal 165 KUHP.Seseeorang yang dipandang sebagai seorang 
pelaku dalam delik formal adalah orang yang melakukan 
pelanggaran dalam hal ini wartawan terhadap keharusan atau 
kewajiban yang telah disebutkan dalam undang-undang Pasal 165 
KUHP. 
2. Delik Omisi  
Delik omisi ialah delik yang dilakukan dengan tidak melakukan 
suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang.Perbuatan 
itu adalah tidak memberitahukan adanya suatu kejahatan kepada 
pejabat kehakiman dan kepolisian. 
3. Delik Dolus 
Delik dolus (sengaja) adalah delik yang memuat unsur 
kesengajaan. Dalam hal ini, wartawan mengetahui tentang adanya 
suatu kejahatan yang telah dilakukan yakni kejahatan yang diatur 
dalam Pasal 204 KUHP dan mengetahui bahwa akibatnya dapat 
membahayakan nyawa orang, pada saat kejahatan masih dapat 
dicegah atau masih ada tempo untuk mencegahnya namun   
dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pejabat 
kehakiman atau kepolisian. 
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Kemungkinan tindak pidana dari perbuatan wartawan tersebut adalah 
mengetahui suatu kejahatan tetapi tidak melaporkan kepada yang 
berwajib dan pembantuan yang pasif dalam arti luas.Dikategorikan 
sebagai pembantuan yang pasif dalam arti luas adalah karena menurut 
masyarakat luas, semua orang harus melakukan pencegahan terhadap 
terjadinya suatu delik. 
Perbuatan insan pers juga memenuhi rumusan Pasal 165 KUHP:  
1. Pertama, adalah unsur barangsiapa, yaitu wartawan. 
2. Kedua, unsur mengetahui niat untuk melakukan kejahatan tersebut 
dalam Bab VII Kitab Undang-undang ini, yaitu mengetahui suatu 
kejahatan yang tercantum dalam Pasal 204 KUHP (Bab VII Buku 
II).  
3. Ketiga, sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa orang, yaitu 
kejahatan-kejahatan seperti membuat dan menjual makanan yang 
telah dicampuri zat berbahaya adalah kejahatan yang 
membahayakan nyawa atau kesehatan orang. 
4. Keempat, pada saat kejahatan masih dapat dicegah dengan 
sengaja tidak memberitahukan kepada pejabat kehakiman atau 
kepolisian, yaitu insan pers mengetahui adanya kejahatan Pasal 
204 KUHP telah dilakukan, tetapi dengan segaja tidak 
melaporkannya.  
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 Jika Pasal 165 KUHP dihadapkan dengan hak tolak, maka yang 
dapat dijadikan landasan adalah penggunaan hak tolak terhadap 
narasumber yang adalah saksi, korban kejahatan susila, serta anak di 
bawah umur yang menjadi pelaku kejahatan sesuai dengan ketentuan 
yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik.  
Kode Etik Jurnalistik mencantumkan hak tolak dalam Pasal 5 dan Pasal 7. 
Pasal 5 menyatakan bahwa : 
Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas 
korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang 
menjadi pelaku kejahatan. 
 
Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik menyatakan bahwa : 
Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi 
narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun 
keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar 
belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. 
 
 Berdasarkan pengaturan hak tolak tersebut, di dalam UU Pers 
terlihat jelas bahwa penggunaan hak tolak merupakan celah bagi insan 
pers untuk menyamarkan identitas pelaku kejahatan yang menjadi 
narasumbernya. Dalam Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik menyebutkan bahwa 
wartawan menggunakan hak tolak untuk identitas korban kejahatan susila 
dan identitas anak pelaku kejahatan sedangkan di dalam Pasal 7 Kode 
Etik Jurnalistik hanya disebutkan wartawan Indonesia memiliki hak untuk 
melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun 
keberadaannya, jenis narasumber yang berhak disamarkan identitasnya, 
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tidak disebutkan dalam Pasal tersebut. Dari hal tersebut maka 
sesungguhnya tampak adanya celah hukum (loopholes) dalam UU Pers 
yang digunakan oleh wartawan untuk dapat menjadi suatu pelanggaran 
terhadap KUHP, khususnya Pasal 165 KUHP adalah mengenai hak tolak. 
Hak tolak dalam Pasal 4 ayat (4) UU Pers dinyatakan bahwa : 
Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, 
wartawan mempunyai Hak Tolak.  
 
 Sesuai Penjelasan Pasal 4 UU Pers, dapat diartikan bahwa 
wartawan telah menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber 
informasi, yakni termasuk melindungi sumber informasi yang juga 
merupakan seorang pelaku kejahatan. Hal itu dikarenakan tidak adanya 
pengaturan dalam UU Pers yang menentukan siapa-siapa saja yang 
dimaksud sebagai sumber informasi.Bahkan dikarenakan adanya 
penafsiran yang sangat luas atas sumber informasi yang diatur dalam 
pasal tersebut, maka konsekuensinya adalah ketika seorang wartawan 
menjalankan profesinya dengan kemudian melindungi atau menyamarkan 
identitas sumber informasinya yang merupakan seorang pelaku kejahatan, 
maka yang dapat terjadi adalah risiko terjadinya pelanggaran terhadap 
KUHP khususnya Pasal 165. 
 Beberapa kasus kejahatanan yang telah diinvestigasi oleh insan 
pers adalah telur ayam kampung palsu, telur asin palsu, kosmetik palsu, 
daging sapi glonggongan, dan bakso tikus (seperti yang telah dijabarkan 
pada Bab sebelumnya).Insan pers tersebut telah melakukan wawancara 
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langsung dengan narasumber (pelaku kejahatan) dan menyamarkan 
identitas pelaku kejahatan tersebut dalam hasil tayangan program 
investigasi.Perbuatan insan pers tersebut telah melanggar Pasal 165 
KUHP karena insan pers sebagai warga negara yang mengetahui adanya 
suatu kejahatan yang telah dilakukan, tidak melaporkan kejahatan 
tersebut kepada pejabat kehakiman atau kepolisian. Insan pers yang 
melanggar Pasal 165 KUHP tersebut terkena sanksi dengan pidana 
penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak 
empat ribu lima ratus rupiah. 
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B. Peran Pihak Kepolisian dalam Menindaklanjuti Tindakan 
Menyamarkan Identitas Pelaku Kejahatan oleh Wartawan. 
 
 Dengan mengetahui adanya celah hukum (loopholes) yang 
terdapat dalam UU Pers tersebut, maka yang menjadi menarik 
selanjutnya adalah mengetahui peran pihak kepolisian dalam 
menindaklanjuti tindakan menyamarkan identitas pelaku kejahatan oleh 
wartawan.Jika dikaji secara normatif, adanya penggunaan hak tolak 
yang begitu luas memungkinkan wartawan melanggar ketentuan dalam 
KUHP. 
 Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Kepala 
Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulselbar (Kamis, 2 Desember 
2014), Dr. H. Endi Sutendik, SIK, S.H.,M.H., beliau menyatakan bahwa 
sepanjang suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana, maka 
siapapun termasuk wartawan dapat dijadikan subjek dalam perkara 
pidana. Berkaitan dengan tindakan menyamarkan identitas kejahatan 
yang dilakukan oleh wartawan, beliau menyatakan bahwa hingga saat 
ini belum pernah ada proses hukum atas tindakan menyamarkan 
identitas pelaku kejahatan yang dilakukan oleh wartawan. Tidak 
ditindaklanjutinya tindakan menyamarkan identitas pelaku kejahatan 
oleh wartawan sekalipun telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana 
terjadi karena sikap kehati-hatian pihak kepolisian terhadap terjadinya 
tindakan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Menurut penulis, 
kehati-hatian pihak kepolisian atas terjadinya kriminalisasi tidak akan 
terjadi apabila pihak kepolisian lebih tegas dan berani bersikap 
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terhadap segala bentuk pelanggaran dalam penegakkan hukum pidana. 
Hal itu dikarenakan tindakan menyamarkan identitas pelaku kejahatan 
oleh wartawan telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam ketentuan 
Pasal 165 KUHP. Pasal 165 KUHP menerangkan : 
(1) Barang siapa mengetahui ada niat untuk melakukan salah 
satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 
108, 110 - 113, dan 115 - 129 dan 131 atau niat untuk lari 
dari tentara dalam masa perang, untuk desersi, untuk 
membunuh dengan rencana, untuk menculik atau 
memperkosa atau mengetahui adanya niat untuk melakukan 
kejahatan tersebut dalam bab 8 dalam kitab undang-undang 
ini, sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa orang 
atau untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan 
pasal- pasal 224 228, 250 atau salah satu kejahatan 
berdasarkan pasal-pasal 264 dan 275 sepanjang mengenai 
surat kredit yang diperuntukkan bagi peredaran, sedang 
masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan 
sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat 
kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam 
oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, 
dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau 
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  
(2) Pidana tersebut diterapkan terhadap orang yang mengetahui 
bahwa sesuatu kejahatan berdasarkan ayat (1) telah 
dilakukan, dan telah membahayakan nyawa orang pada saat 
akibat masih dapat dicegah, dengan sengaja tidak 
memheritahukannya kepada pihak- pihak tersebut dalam ayat 
(1). 
 
Sedangkan kebijakan kriminalisasi merupakan menetapkan perbuatan 
yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi suatu tindak 
pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan.Pada hakikatnya, 
kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal 
dengan menggunakan sarana hukum pidana, dan oleh karena itu 
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termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana.57 Hal ini selaras dengan 
apa yang ditegaskan oleh beliau bahwa pada tataran ideal, jika 
wartawan terbukti telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam 
KUHP dan telah memasuki ranah pidana kemudian didukung dengan 
dua alat bukti yang cukup, maka menjadi keharusan bagi penyidik 
untuk menindaklanjuti perbuatan pelanggaran pidana tersebut dengan 
memperhatikan ketentuan dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik 
juga bantuan dari saksi ahli pers.  
 Pada prinsipnya pihak kepolisian, khususnya penyidik kepolisian 
dalam menangani seorang wartawan ataupun pers yang melakukan 
tindak pidana tentu harus dikaji unsur-unsur pidana maupun ketentuan 
hukum lainnya terlebih dahulu.Hasil kajian atas unsur tindak pidana dan 
ketentuan hukum itu kemudian dikomparatifkan agar tidak ada kesan 
bahwa pihak kepolisian mengkriminalisasi pers, walaupun pada 
hakikatnya pihak kepolisian harus tetap bersikap professional. 
 Kabid Humas Polda Sulselbar juga mengakui bahwa tidak adanya 
tindak lanjut atas tindakan menyamarkan identitas pelaku kejahatan 
oleh wartawan selama ini dikarenakan tidak tertutupnya kemungkinan 
adanya potensi bahwa penyidik belum mengetahui tentang substansi 
UU Pers, mekanisme pers, seperti misalnya seorang wartawan atau 
insan pers yang melanggar ketentuan pelanggaran sebagaimana diatur 
dalam ketentuan pidana apakah dikenakan UU Pers atau KUHP. 
                                                             
 57 Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra 
Aditya Bakti, Bandung, hlm. 46. 
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Penulis berpendapat bahwa walaupun demikian, pada prinsipnya 
tindakan tersebut harus kembali pada ketentuan hukum yang berlaku 
saat ini (ius constitutum), yakni apabila tindakan tersebut dapat 
dikenakan pidana sesuai dengan alat bukti dan memenuhi unsur tindak 
pidana, dan perbuatan itu tidak diatur dalam UU Pers maka idealnya 
tetap harus dikenakan pidana. 
 Sebagai salah satu institusi penegak hukum yang menjadi 
representasi negara dalam hal bertanggungjawab terhadap masyarakat 
idealnya penyidik diberikan cukup bekal pemahaman dari segala aspek 
bernegara, termasuk dalam memahami makna pers. Hal itu 
dikarenakan pers bukan sebuah lembaga kebal hukum yang tidak 
memilki potensi untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 
hukum yang ada.  
 Selama ini kasus yang diterima pihak kepolisian adalah sebatas 
kasus-kasus kejahatan yang dilakukan oleh oknum yang dilaporkan 
kepada pihak kepolisian. Hingga saat ini pihak kepolisian belum pernah 
menangani tindakan menyamarkan identitas pelaku kejahatan oleh 
wartawan sekalipun penyidik kepolisian mengakui bahwa hal itu telah 
terang sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pasal 165 
KUHP tentang kewajiban melaporkan suatu kejahatan yang diketahui 
oleh setiap warga negara. Hal ini menunjukkan bahwa selama ini pihak 
kepolisian hanya bertindak selazimnya, yakni hanya menindaklanjuti 
untuk kejahatan-kejahatan yang dilaporkan atau diadukan kepada 
61 
instansi tersebut.Kabid Humas Polda Sulselbar mengakui bahwa 
memproses hukum atas tindakan menyamarkan identitas kejahatan 
oleh pers merupakan kesulitan dan kekurangan tersendiri yang masih 
bersifat debatable, namun seyogyanya jika harus mempedomani 
ketentuan aturan hukum yang berlaku saat ini maka seluruh pihak 
harus menghormati ketentuan yang ada baik pihak pers maupun 
kepolisian. 
  Adapun kejahatan yang pernah ditangani oleh pihak kepolisian 
yang berkaitan dengan pers hanya berkisar pada delik pers dalam 
KUHP yang berhubungan dengan penghinaan dan pencemaran nama 
baik. Pada hakikatnya delik pers bukan merupakan bahasa hukum, 
delik pers digunakan hanya sebagai terminology untuk delik-delik 
dimana pers yang lebih sering menjadi pelakunya.Mekanisme 
peyelesaian terhadap delik pers yang berhubungan dengan Hak Jawab 
dan Hak Koreksi ini telah diselesaikan melaui Nota Kesepahaman. 
 Nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding(MoU) 
antara Dewan Pers dan Polri bernama “Koordinasi dalam Penegakan 
Hukum dan Perlindungan Kemerdekaan Pers” ditandatangani pada 
tanggal 9 Februari 2012 di Jambi oleh Ketua Dewan Pers, Bagir Manan 
dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia saat itu, Jenderal Polisi Drs. 
Timur Pradopo di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 
Proses pembuatan Nota Kesempahaman ini sudah berlangsung 
selama lima tahun sebelum akhirnya ditandatangani oleh kedua belah 
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pihak. Dalam Nota Kesepahaman yang diberi No. 1/DP/MoU/II/2012 
dan No. 05/II/2010 dijelaskan bahwa maksud dan tujuan diadakannya 
Nota Kesepahaman ini adalah untuk koordinasi demi terwujudnya 
penegakan hukum dan perlindungan kemerekaan pers yang 
berimbang, akurat, tidak beritikad buruk dan menghormati supremasi 
hukum. Sesuai dengan Pasal 2 dari Nota Kesepahaman ini ruang 
lingkupnya meliputi : 
(1) Operasional 
a. Koordinasi di bidang penegakan hukum dan; 
b. Koordinasi di bidang perlindungan kemerdekaan pers. 
(2) Peningkatan Sumber Daya Manusia 
a. Pendidikan dan pelatihan dan; 
b. Sosialisasi. 
 Pada prinsipnya Nota Kesepahaman ini berisi enam hal penting : 
(1) Penegasan Dewan Pers dan Polri saling menghormati tugas 
masing-masing lembaga dan akan selalu melakukan koordinasi. 
(2) Jika pihak Polri menerima laporan dan atau pengaduan yang 
berkaitan dengan perkara atau sengketa pemberitaan pers, Polri 
akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dewan Pers, apakah 
perkara tersebut masih dalam ruang lingkup Kode Etik Jurnalistik 
ataukah sudah masuk dalam wilayah pidana. Jika masih dalam 
ruang lingkup Kode Etik Jurnalistik maka akan diselesaikan oleh 
Dewan Perssesuai dengan tahapan mekanisme yanga da. 
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Sebaliknya jika sudah masuk dalam ranah hukum pidana, maka 
akan menjadi kewenangan Polri untuk menindaklanjuti perkara 
tersebut. 
(3) Jika setelah menerima saran dari Dewan Pers, dalam hal adanya 
dugaan telah terjadinya tindak pidana delik pers, Polri akan 
berpedoman kepada UU Pers. 
(4) Dewan Pers akan menyediakan ahli tentang pers kepada Polri 
dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pemberitaan pers. 
(5) Dewan Pers dan Polri akan melakukan sosialisasi bersama 
terhadap isi dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini. 
  
 Dilihat dari isi Nota Kesepahaman ini, delik pers yang dimaksud 
adalah yang berkaitan dengan Hak Jawab dan Hak Koreksi seperti apa 
yang juga di jelaskan oleh Kabid Humas Polda Sulselbar, Dr. H.Endi 
Sutendik S,H., M.H., yang menyebutkan bahwa ruang lingkup yang diatur 
dalam Nota Kesepahaman ini hanya merupakan delik yang berkaitan 
dengan Hak Jawab dan Hak Koreksi serta tidak mencakupi Hak Tolak. 
Jika terjadi pemberitaan pers yang kemudian diadukan oleh korban ke 
pihak kepolisian maka pihak kepolisian berkewajiban berkoordinasi 
dengan Dewan Pers terlebih dahulu untuk menentukan apakah menjadi 
kewenangan kepolisian atau Dewan Pers. Pihak Kepolisian tidak 
diperkenankan untuk langsung menindaklanjuti seperti seperti layaknya 
delik biasa.  
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 Dengan adanya Nota Kesepahaman ini berarti telah ada 
perlindungan untuk kemerdekaan pers, baik pada tingkat hilir maupun 
pada tingkat hulu. Melalui Nota Kesepahaman ini pada tingkat hilir dapat 
dibendung upaya-upaya untuk melanggar kemerdekaan pers. Dalam 
Pasal 9 ayat 1 Nota Kesepahaman ini, masa berlaku dari Nota 
Kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri dibatasi waktunya, yaitu 
selama lima tahun, yakni berlaku sejak tanggal 9 Februari 2012 sampai 
dengan 9 Februari 2018. Nota Kesepahaman ini dapat pula diperpanjang 
oleh para pihak. Perpanjangan akan dilakukan tiga bulan sebelum masa 
berakhirnya Nota Kesepahaman ini. Begitu pula sebaliknya, dapat diakhiri 
sebelum waktunya oleh para pihak dengan cara pihak yang ingin 
mengakhirinya harus memberitahu tiga bulan sebelumnya.  
 Berdasarkan pengamatan penulis terhadap tayangan investigasi 
yang dilakukan  oleh wartawan, pada umumnya wartawan menyebutkan 
kejahatan apa yang telah terjadi, menemukan lokasi kejahatan serta 
pelaku kejahatan yang kemudian diwawancarai dan disamarkan 
identitasnya menunjukkan bahwa sesungguhnya telah terang adanya 
suatu kejahatan yang tengah terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, 
berdasarkan Pasal 204 KUHP pelaku kejahatan dapat dikenakan  pidana 
penjara maksimal lima belas tahun.  
Pasal 204 KUHP menyatakan : 
(1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan, atau 
membagi-bagikan barang, yang diketahui bahwa 
membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat 
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berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana 
penjara paling lama lima belas tahun. 
(2) Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah 
dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 
selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. 
 
 Berkaitan dengan hal itu, Kabid Humas Polda Sulselbar 
menerangkan bahwa selama ini pihak kepolisian belum pernah melakukan 
tindak lanjut terhadap apa yang ditayangkan dalam hasil investigasi 
wartawan sekalipun telah jelas merupakan tindak pidana yang diatur 
dalam Pasal 204 KUHP. Hal ini dikarenakan tidak adanya korban yang 
melapor ke pihak kepolisian sehingga pihak kepolisian kesulitan untuk 
dapat menentukan siapa korban yang harus melapor dalam kasus 
kejahatan ini karena harus ada orang yang dirugikan. Jika demikian yang 
terjadi maka seharusnya pihak kepolisian melakukan proses penyelidikan 
lebih lanjut. Kenyataannya hingga saat ini pihak kepolisian belum pernah 
melakukan penyelidikan atas hasil investigasi wartawan.Selian itu, hasil 
investigasi wartawan telah secara nyata menunjukkan terpenuhinya unsur-
unsur pidana dalam Pasal 204 KUHP yang bukan merupakan delik 
aduan.Pasal 204 KUHP merupakan delik biasa atau delik umum.Oleh 
karena itu, jika delik itu terjadi maka idealnya pihak kepolisian berperan 
aktif untuk mengambil tindakan tanpa harus terlebih dahulu menunggu 
adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. 
 Dalam wawancara, Kabid Humas Polda Sulselbar juga mengakui 
bahwa Pasal 204 KUHP juga merupakan delik biasa atau delik umum, 
namun kesulitan untuk menindaklanjuti kejahatan yang telah diinvestigasi 
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oleh wartawan terletak pada; pertama, selama ini pihak kepolisian hanya 
menganggap hasil investigasi tersebut hanya sebuah tayangan. Kedua, 
tidak ada korban yang melapor. Menurut penulis, jika dilihat tugas dan 
wewenang kepolisian berdasarkan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 
tentang Kepolisian, menyatakan bahwa tugas pokok kepolisian adalah 
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum 
dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut maka idealnya pihak 
kepolisian tidak menunggu adanya laporan atau pengaduan dari orang 
yang merasa dirugikan karena dalam tayangan investigasi kriminal telah 
secara terang terjadi suatu tindak pidana yang merugikan masyarakat. 
Menurut penulis, anggapan pihak kepolisian atas tidak adanya korban 
yang dirugikan adalah kurang tepat, hal ini dikarenakan berdasarkan 
pengamatan terhadap tayangan hasil investigasi wartawan menunjukkan 
bahwa secara nyata telah memperlihatkan lokasi penjualan  dan proses 
pemasaran segala macam panganan yang telah dicampuri zat berbahaya 
hingga terjadi transaksi jual beli. Dari hal tersebut dapat disimpulkan 
bahwa telah ada korban dalam kejahatan berdasarkan Pasal 204 
KUHP.Oleh karena itu, sesuai dengan tugas pokok pihak kepolisian dalam 
memberikan perlindungan terhadap masyarakat maka seyogyanya 
sekalipun tidak ada korban yang melapor kepada pihak kepolisian, aparat 
berkewajiban untuk berperan aktif dalam melakukan pencegahan atau 
tindak lanjut terhadap kejahatan yang telah secara nyata diketahuinya 
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sendiri.Jika pihak kepolisian menindaklanjuti kejahatn tersebut maka tugas 
pihak kepolisian sudah berjalan reltif efektif dalam menjalankan fungsinya 
sebagai pelindung masyarakat. 
 Kabid Humas Polda Sulselbar, Drs.H. Endi Sutendik, SIK, S.H., 
M.H, mengakui bahwa tidak ditindaklanjutinya suatu perbuatan yang telah 
secara jelas merupakan kejahatan berdasarkan hasil investigasi oleh 
wartawan dikarenakan kinerja penyidik kepolisan belum pada tahapan 
untuk menindaklanjuti tayangan yang disiarkan oleh pers. Dalam arti 
bahwa kepekaan pihak penyidik kepolisian belum menyentuh segala hal, 
terkhusus pemberitaan investigasi kriminal yang ditayangkan dalam 
medium televisi sekalipun dalam tayangan tersebut sudah terang adanya 
suatu kejahatan yang merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 204 
KUHP.  
 Kabid Humas Polda Sulselbar menegaskan bahwa untuk 
menindaklanjuti hasil investigasi juga diperlukan adanya kerja sama 
dengan pihak pers. Kerja sama ini juga bergantung pada kemauan pers. 
Hal ini berarti pers sebagai mitra kepolisian. Pada hakikatnya, mitra 
kepolisian menjadi konsekuensi logis karena pihak kepolisian tidak 
mungkin bekerja sendiri tanpa partisipasi dan dukungan masyarakat 
dalam memberantas kejahatan dikarenakan segala keterbatasan yang 
dimiliki  pihak kepolisian. Program kemitraan ini dinamakan Partnership 
Building. 
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 Partnership Building adalah program kemitraan kepolisian bersama 
masyarakat, stake holder dan pihak-pihak lainnya.Partnership Building 
dimulai sejak tahun 2010 setelah sebelumnya pihak kepolisian 
melaksanakan program Trust Building. Menurut penulis, adanya 
Partnership Building ini sesungguhnya merupakan potensi yang dapat 
dijadikan sebagai sarana agar terjalin kerja sama antara pihak kepolisian 
dengan pers khususnya yang berkaitan dengan investigasi yang dilakukan 
oleh wartawan. Adanya kerja sama di dalam hal tersebut juga disetujui 
oleh Kabid Humas Polda Sulsel mengingat kerja sama yang ada selama 
ini belum memasuki permasalahan tentang tindakan menyamarkan 
identitas pelaku kejahatan yang berkaitan dengan Hak Tolak. 
 Sebelumnya kerja samaPartnership Building hanya mencakupi 
seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yakni Nota Kesepahaman 
yang berhubungan dengan Hak Jawab dan Hak Koreksi. Terwujudnya 
Partnership Building juga membutuhkan persetujuan kedua belah pihak, 
baik pihak kepolisian maupun pers agar terdapat kesepahaman atau 
persepsi yang sama. Sedangkan dalam wawancara penulis terhadap 
Kepala Biro PT. Tempo Makassar (Selasa, 9 Desember 2014), Sapto 
Yunus, membenarkan bahwa sumber informasi yang wajib untuk 
disamarkan oleh wartawan adalah saksi, pelaku kejahatan anak dan 
korban kejahatan susila sesuai Kode Etik Jurnalistik. Namun dalam 
prakteknya, wartawan juga menyamarkan identitas pelaku 
kejahatan.Idealnya dalam sebuah pemberitaan pelaku kejahatan yang 
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disamarkan adalah pelaku kejahatan yang telah diketahui oleh umum. 
Kepala Biro PT. Tempo Makassar memberikan contoh, pada kasus 
kecelakaan yang melibatkan anak dari musisi Ahmad Dhani, wartawan 
menyamarkan identitas dengan hanya menyebutkan inisial Abdul Qodir 
Jaelani (14tahun), menjadi inisial yakni; AQJ serta melakukan blur gambar 
terhadap wajah AQJ atau dalam kasus lain menyamarkan identitas korban 
kejahatan susila menjadi nama “Bunga”. Dalam hal tersebut, penulis 
berpendapat bahwa disamarkannya AQJ dan korban kejahatan susila 
dengan nama bunga adalah hal yang lazim.Hal itu dikarenakan AQJ 
merupakan pelaku kejahatan yang tengah diproses secara hukum oleh 
pihak kepolisian, begitu pula dengan korban kejahatan susila sehingga 
kedua contoh tersebut sudah bersesuaian dengan aturan hukum maupun 
aturan profesi.Tentu hal tersebut berbeda dengan pelaku kejahatan yang 
disamarkan oleh wartawan dalam hal liputan investigasi.Dalam hal 
investigasi terhadap salah satu kasus contohnya pisang ijo berboraks, 
pelaku kejahatan yang disamarkan adalah pelaku kejahatan yang belum 
diketahui oleh umum.Pelaku kejahatan yang disamarkan adalah pelaku 
kejahatan yang ditemukan dari hasil investigasi yang dilakukan oleh 
wartawan. Beliau menegaskan bahwa hal itu dilakukan semata-mata 
dikarenakan wartawan berpedoman pada Hak Tolak yang diatur dalam 
UU Pers. Dalam hal kewajiban bagi setiap warga negara untuk 
melaporkan setiap kejahatan yang diketahuinya, beliau menyangkal 
bahwa hal itu bukan menjadi urusan pers namun seharusnya menjadi 
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tugas pihak kepolisian. Hal serupa juga ditegaskan oleh Andi Amran, 
wartawan senior sekaligus sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia 
(PWI) Cabang Makassar dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis 
(Selasa, 16 Desember 2014). Menindaklanjuti hasil investigasi kejahatan 
tersebut sebagai tugas bagi pihak kepolisian dikarenakan pers 
beranggapan bahwa dengan telah menyebarluaskan hasil investigasi 
melalui medium televisi maka tugas mereka sebagai pencari berita telah 
selesai.Menurut penulis, anggapan pers tersebut kurang tepat.Hal itu 
dikarenakan pers berkedudukan sebagai pilar ke-empat negara 
demokrasi.Konsekuensi dari kedudukan tersebut adalah pers juga harus 
memberikan contoh tauladan karena pers tidak luput pula dari perannya 
sebagai warga negara.Dalam arti bahwa selain berfungsi sebagai institusi 
ekonomi yang berorientasi profit, media juga merupakan institusi sosial 
karena memiliki kewajiban untuk turut membentuk tataran publik yang 
ideal.Seyogyanya pers tidak semata-mata hanya menjalankan salah satu 
fungsinya sebagai pemberi informasi kepada publik (to inform) sebagai 
pencari berita tapi juga menjalankan fungsi-fungsi lainnya sebagai bentuk 
tanggung jawab sosial terhadap publik.Ernest C Hynds mendukung hal ini 
dikarenakan pers memilki fungsi untuk mengemukakan kebenaran, 
bertanggungjawab dan yang paling penting adalah menolong individu dan 
masyarakat. 
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Kewajiban bagi wartawan untuk memberitahukan kejahatan yang 
diketahuinya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian juga tersirat 
dalam Pasal 6 huruf e UU Pers yang menyatakan bahwa : 
Pers melaksanakan peranan memperjuangkan keadilan dan 
 kebenaran. 
 
Bahkan menurut Iswandi Syahputra58, ketika pers melemparkan sebuah 
isu sebagai pemberitaan maka ia bertanggungjawab penuh atas 
penyelesaian dari isu tersebut. Dari hal itu dapat diartikan bahwa ketika 
pers mengetahui adanya suatu kejahatan maka wajib berlaku baginya 
hukum yang sama terhadap hukum yang juga berlaku bagi warga negara 
lainnya mengingat kedudukan wartawan yang juga sebagai bagian dari 
pers sekaligus merupakan warga negara. Pers bukan kelompok elite 
dalam negara yang terpisah dari kepentingan publik.Pers juga bukan 
kelompok masyarakat yang memiliki hak istimewa dan kebal dengan 
hukum, terlebih pers penyiaran menggunakan frekuensi milik publik. 
 Walaupun demikian, pernyataan Kabid Humas Polda Sulselbar 
yang memungkinkan adanya kerja sama dengan masyarakat, stake holder 
dan pihak lainnya dalam program kemitraan bernama Partnership 
Building, maka penulis melihat adanya potensi kerja sama yang dapat 
dilakukan pihak kepolisian dan pers. Kepala Biro Tempo Makassar dan 
Sekretaris PWI Makassar juga secara tidak langsung membenarkan 
adanya potensi untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian. Potensi 
                                                             
58 Iswandi Syahputra, 2013, Rezim Media, Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 33. 
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kedua belah pihak untuk bekerja sama perlu direalisasikan agar 
menemukan bentuk kerja sama sesuai kesatuan pemahaman para pihak. 
 Menanggapi hal itu, Sapto Yunus dan Andi Amran menyatakan 
bahwa menjadi kewenangan penuh bagi pihak kepolisian apabila hendak 
menindaklanjuti tayangan investigasi yang telah dilakukan oleh 
wartawan.Dari hal tersebut tampak adanya potensi pihak kepolisian dan 
pers untuk bersinergi dalam memberantas kejahatan yang merugikan 
masyarakat. Dengan begitu maka pihak kepolisian tidak perlu menafsirkan 
sikap berhati-hati dengan kesan akan terjadi kriminalisasi. Sedangkan 
bagi pihak pers juga akan sangat membantu dalam memberantas 
kejahatan yang merugikan masyarakat dalam setiap pemberitaannya. 
Dengan begitu pers tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai pemberi 
informasi bagi publik, tapi juga mengabdi pada keadilan dan kebenaran 
sesuai hakikat dan fungsi pers yang diatur dalam UU Pers.59 
 Sekretaris PWI Cabang Makassar, Andi Amran mengakui bahwa 
intisari jurnalisme terletak pada idealisme wartawan atas loyalitasnya 
terhadap masyarakat dan negara dalam bentuk menaati segala tertib 
hukum dan bukan semata-mata kehendak redaksi yang beroirentasi 
finansial. Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa idealism jurnalisme di era 
saat ini ketika jurnalisme telah bersifat ekonomis dan komersil tidak dapat 
dijadikan jaminan bahwa semua wartawan memiliki sikap 
idealisme.Mencermati hal itu maka dangkalnya pemahaman tentang 
                                                             
 59 Lihat Pasal 6 huruf e UU Pers 
73 
kebebasan media ini sering terwujud dalam bentuk kehidupan pers yang 
sulit diatur seperti saat ini. 
 Dengan terjalinnya program kemitraan yang diharapkan terealisasi 
melalui Partenership Building maka pihak kepolisian dapat lebih optimal 
dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu institusi penegakkan 
hukum bagi negara sebagai pelindung bagi masyarakat karena berperan 
aktif dalam memberantas kejahatan. Apabila pihak kepolisian tidak 
mengambil inisiatif untuk menindaklanjuti kejahatan yang diketahuinya 
dengan sendirinya, baik melalui medium televisi berupa hasil investigasi 
wartawan, maka akan berakibat timbulnya kesan terjadi pembiaran atas 
kejahatan-kejahatan yang telah secara nyata meurgikan masyarakat. Hal 
itu akan menimbulkan kesan seolah-olah pihak kepolisian sebagai salah 
satu insitusi penegakan hukum hanya bersikap pasif dalam menanggapi 
dan menangani adanya kejahatan yang membahayakan keselamatan 
masyarakat. Idealnya pihak kepolisian tidak menunggu adnya laopranatau 
pengaduan dari masyarakat, namun juga berperan aktif dan lebih peka 
dalam melihat adanya kejahatan tanpa memandang dan membeda-
bedakan dari mana sumber kejahatan itu diketahui terlebih diketahui 
dengan sendirinya melalui medium televisi atas hasil investigasi wartawan. 
 Sinergitas yang diharapkan terjadi antara pers dan pihak kepolisian 
adalah sangat dimungkinakan mengingat Nota Kesepahaman sebelumnya 
yang telah diatur mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi yang telah diatur 
oleh kedua belah pihak. Terjalinnya kerja sama pihak kepolisian dan pers 
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akan menjadikan pemberantasan kejahatan untuk melindungi masyarakat 
semakin harmonis dan kompleks karena masing-masing insitusi dan 
lembaga negara menjalankan fungsinya dengan baik dan saling 
menghargai kewenangan masing-masing. Terciptanya kondisi pihak 
kepolisian yang berperan aktif dalam memberantas kejahatan dan pers 
yang menjalankan fungsinya tanpa mengabaikan hak dan kewajibannya 
sebagai bagian dari warga negara akan menjamin terwujudnya equal 
justice under the law. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Penafsiran atas Hak Tolak yang sangat luas adalah celah hukum yang 
digunakan oleh wartawan untuk melakukan tindakan menyamarkan 
identitas pelaku kejahatan. Tindakan menyamarkan identitas pelaku 
kejahatan oleh wartawan bertentangan dengan Pasal 165 KUHP yang 
mewajibkan bagi setiap warga negara untuk melaporkan kejahatan 
yang diketahuinya kepada pihak kepolisian dan pejabat kehakiman. 
Penggunaan Hak Tolak wartawan yang tidak bertentangan dengan 
Pasal 165 KUHP hanya dapat digunakan untuk menyamarkan identitas 
sumber informasi yang merupakan saksi, pelaku kejahatan anak, dan 
korban kejahatan susila seperti yang diatur dalam Kode Etik Jurnalistik. 
2. Hingga saat ini belum ada tindaklanjut dari pihak kepolisian dalam 
menangani kasus-kasus kejahatan yang telah diinvestigasi oleh 
wartawan dengan menyamarkan identitas pelaku kejahatan. Akan 
tetapi hal tersebut harusnya menjadi tanggung jawab pihak kepolisian 
untuk melihat lebih jauh bagaimana Hak Tolak wartawan dilaksanakan. 
Di sisi lain sangat dimungkinkan dibentuk suatu kemitraan antara pihak 
kepolisian dan pers untuk melakukan penyelidikan secara lebih luas 
terhadap berbagai tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat 
sehingga pada akhirnya akan memberikan manfaat kepada masyarakat 
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mengingat kejahatan yang diinvestigasi oleh wartawan memiliki dimensi 
dan dampak yang sangat besar dan merugikan masyarakat.  
 
B. Saran 
1. Diperlukan adanya koordinasi agar tercipta sinergitas antara pihak 
kepolisian dan pers dalam menangani kasus kejahatan terutama 
dalam menindaklanjuti hasil investigasi yang dilakukan oleh 
wartawan. 
2. Dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang harmonis agar 
tidak terjadi tumpang tindih dalam kepentingan pers, kepentingan 
masyarakat dan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk 
menjamin adanya persamaan hak dan kewajiban di depan hukum. 
3. Diharapkan kepada pihak kepolisian untuk turut berperan aktif 
dalam menindaklanjuti hasil investigasi wartawan agar tidak terjadi 
pembiaran dan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat. 
4. Dibutuhkan aturan hukum yang jelas terutama dalam UU Pers agar 
semua dapat berpedoman pada suatu aturan yang seragam 
sehingga memimalisasi kemungkinan peraturan  hukum yang saling 
bertentangan. 
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